
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 12 TAHUN  2007

TENTANG 

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI JAWA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa  kondisi  hutan,  lahan  dan  lingkungan  Jawa  Timur  telah
mengalami  kerusakan  dan  degradasi,  sehingga  belum  berfungsi
secara optimal  sebagai  penyangga kehidupan dan media pengatur
tata air Daerah Aliran Sungai ( DAS); 

b. bahwa  kerusakan  dan  degradasi  sumber  daya  hutan  dan  lahan
tersebut  sebagai  akibat  tekanan perkembangan penduduk dan laju
pembangunan,  sehingga  dapat  mengancam  keberlanjutan
peningkatan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dan  pelestarian
sumberdaya hutan, lahan dan lingkungan; 

c. bahwa untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi hutan dan lahan
sebagai penyangga kehidupan dan pengatur tata air, dipandang perlu
adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan percepatan
pemulihan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan,  dan  guna  mewujudkan
kawasan lindung sebesar 30% atau lebih dari  luas seluruh wilayah
Jawa  Timur  agar  dapat  menjamin  kesinambungan  perkembangan
kehidupan; 

d. bahwa  untuk  mewujudkan  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  pada
pertimbangan  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  perlu  pengaturan
Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis dalam Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1950  tentang  Pembentukan
Provinsi  Jawa  Timur  Juncto  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun
1950  tentang  Mengadakan  Perubahan  dalam  Undang-Undang
Tahun 1950 Nomor 2 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992
Nomor  46,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3478); 

6. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699); 

7. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3888)
sebagaimana diubah dengan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4412); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

10.Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  85.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 

11.Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4437); 

12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373) ; 

14.Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  1991  tentang  Sungai
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1991  Nomor  44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  atas  Tanah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1996  Nomor  58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

16.Peraturan Pemerintah  Nomor 47  Tahun 1997 tentang Rencana
Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721); 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3745); 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 

19.Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang  Analisis
Mengenai  Dampak  Lingkungan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838); 

20.Peraturan  Pemerintah  Nomor  150  Tahun  2000  tentang
Pengendalian  Kerusakan  Tanah  Untuk  Produksi  Biomassa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan  dan  atau  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang
Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  10,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 

22.Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2002  tentang  Dana
Reboisasi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002
Nomor  67,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4207); 
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23.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan
Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67); 

25.Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2004  tentang
Penatagunaan  Tanah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2004  Nomor  45,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor
4385); 

26.Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452); 

27.Peraturan  Pemerintah  Nomor·  45  Tahun  2004  tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004  Nomor  147,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4453); 

28.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan  Pengawasan  atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

29.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
22,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4696); 

30.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung; 

31.Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang
Garis  Sempadan,  Sungai  Daerah  Manfaat  Sungai,  Daerah
Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 

32.Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:  11a/PRT/M/2006
tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; 

33.Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  1  Tahun 2007 tentang
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 

34.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur; 
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35.Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  2  Tahun  2006
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun
2005 - 2020; 

36.Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  8  Tahun  2002
tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R.Soerjo; 

37.Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  4  Tahun  2003
tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur; 

38.Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2005
tentang  Pengendalian  dan  Penertiban  Hutan  Produksi  di  Jawa
Timur; 

39.Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  5  Tahun  2006
tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

dan 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KRITIS DI PROVINSI JAWA TIMUR. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur. 

4. Daerah  Aliran  Sungai  yang  selanjutnya  disebut  DAS adalah  suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktifitas daratan. 
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